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BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Menimbang :

Mengingat

a.

SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang

“efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja

Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Dinas Perikanan
Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan
Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

. bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten

Belu telah memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri
melalui Surat Nomor : 061/4244/OTDA tanggal 29 Juni
2021 Hal : Pertimbangan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten

Belu;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah



pusal Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tauhun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5888),
secbagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor . 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 26/
PERMEN-KP/2016  tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELU.

Menetapkan :



BAD |
KIETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu,

3. Bupati adalah Bupati Belu.

4. Sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Belu.

5. Dinas adalah Dinas Perikanian Kabupaten Belu.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belu.

7. Jabatan Administrasi adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik  serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instanst Pemerintah.

10. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah
pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]I
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan
budidaya, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
a. kepala dinas;
b. seckretariat terdiri atas :
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
c. bidang perikanan tangkap;

d. bidang perikanan budidaya; dan
e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan

4



(2)

3

tangkap dan sub urusan perikanan budidaya yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan sub urusan petikanan tangkap dan sub urusan perikanan
budidaya;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan
budidaya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub
urusan perikahan budidaya;.

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
fungsinya.

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
dan Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB 1V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

(1)

2

(3)

(1)

.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas.

Jumlah dan Jenjs Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit organisasi jabatan administrasi
dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki
kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi
yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun
administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan
fungsional tertentu.




(2) Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan
fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas sub
koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing,.

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :

a. sub koordinator substansi program, data, evaluasi dan keuangan;

b. sub koordinator substansi pecmberdayaan masyarakat nelayan;

c. sub koordinafor substansi pengendalian sumber daya ikan;

d. sub koordinator substansi pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

e. sub koordinator substansi budidaya air payau dan laut;

f. sub koordinator substansi budidaya air tawar; dan

g. sub koordinator substansi perbenihan, pakan dan kesehatan
lingkungan.

(5) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Dinas :

a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat administrasi yang telah
disetarakan ke dalam jabatan fungsional hanya melaksanakan tugas
tambahan, dan melaksanakan tugas pokok apabila telah dilaksanakan
penyesuaian  sistem kerja oleh organisasi perangkat daerah yan

melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. a}



BAB VII
KIETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Jupati Belu Nomor
Tugas Dan Fungsi
rah Kabupaten

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Belu (Berita Dae
Belu Tahun 2019 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 ]‘

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

nya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar sctiap orang mengetahui
ya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Bupati ini dengan penempatann

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 Oktober 2022

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 17 Oktober 2022

R RIR\DAERAH KABUPATEN BELU, ¥

f K]

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 65. /
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LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 65 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

A. Kepala Dinas

Tugas :

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan

dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan

perikanan budidaya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi :

1.

perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan
budidaya;

pelaksanaan kebijakan ufusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan

budidaya;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang

kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub

urusan perikanan budidaya;

. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

fungsinya.

B. Sekretaris

Tugas :

1.

2.

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
organisasi di lingkungan dinas;
melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas; /



S

11.

12.

. menyelenggarakan urusan penataan ofganisasi dan ketatausahaan

rumah tangga, kepegawainan, hukum, hubungan masyarakat,
keuangan dan aset guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas
secara baik;

mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan stal dalam
pelaksanaan kegiatan menurul bidang tugas masing-masing agar
tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana yang telah
ditetapkan; N ‘

. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan serta memberikan

saran, arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik
secara lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan atau

penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan;

. menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja

dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan yang tepat dan

efisien;

. melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan urusan perikanan;

. meneliti dan menganalisa konsep penilaian angka kredit berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dalam

proses penilaian dan penetapan anagka kredit;

. mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum;

10.

mengoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya
kerja, standar operasional prosedur, laporan keterangan
pex’tanggunawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,
laporan kinerja instansi pemerintah, kinerja dinas, kinerja keuangan
dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana
kerja untuk mengetahui permasalahan serta menetapkan alternatif
pemecahannya;

mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik di dalam maupun luar daerah sesuai petunjuk atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas; A«/



13.

14,

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan, diminta
ataupun tidak diminta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan
pimpinan dalam mengambil keputusan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ferkait tugasnya.

. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas :

1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan langkah-langkah operasional kesckretariatan dan
hasil evaluasi tahun scbelumnya serta sumber data yang ada
untuk meénjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja
bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. menghimpun dan mengolah data pelaksanaa reformasi birokrasi
di lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja pokja area
perubahan reformasi perangkat daerah dalam rangka
mewujudkan  reformasi  birokrasi  pemerintahan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

4. mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka
penyusunan daftar urut kepangkatan, pengusulan kartu pegawai,
kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan dan Taspen agar
tersedia data usulan yang valid;

5. menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat
“dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah
ditetapkan agar tepat waktu;

6. mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan
pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan
struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan
angka kredit pejabat fungsional dan sasaran kerja pegawai agar
tercipta tertib administrasi kepegawaian;

7. mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data
absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin

pegawai;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat
pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar
pengusulan tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan
kebutuhan diklat lebih lanjut;

melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk
dan keluar agar terarah dan terkendali;

melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi
pengelolaan arsip aktif, pcngcloiaan arsip vital dan pengelolaan
arsip inaktif sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya
pengelolaan kearsipan yang baik;

melaksa.na'kan kegiatan* urusan rumah tangga dalam menata
maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan schat
dalam melaksanakan tugas;

merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan
kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada
jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan
sarana dan prasarana gedung/kantor;

memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara
transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
melaporkan hasil pelaksanaan umum dan kepegawaian
berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban
dan masukan bagi atasan;

}xlelakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan
unit/instanasi atau lembaga terkait untuk mendapatkan
masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
membimbing bawahan dalam melaksanakan disiplin sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang
handal, professional, beretika dan bermoral; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.



C. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Tugas :

mel A " .
aksanakan perencanaan, pembinaan, mengoordinasikan kegiatan

pengendalian  sumber daya ikan dan produksi perikanan tangkap,

pemberdayaan masyarakat nelayan, pemasaran dan pengolahan hasil
perikanan berdasarkan ketentuan teknis dan prosedur yang berlaku
untuk meningkatkan kualitas bidang yang handal,

Fungsi :

1.

melaksanaka'n pembinaan, koordinasi pengendalian sumber daya
perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap, pemberdayaan

masyarakat nelayan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

- merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana

kegiatan bidang perikanan tangkap sebagai pedoman kerja agar

pelaksanaan program kerja sesuai rencana;

. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan,

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perikanan

tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan

dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
dan petunjuk teknis agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan
tepat, efektif dan efisien;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun

horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap

sesuai peraituran perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai

bahan kajian pimpinan;

. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang

perikanan tangkap berdasarkan data yang masuk dan pemantauan



11.

12.

13.

14.

lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang
mungkin timbul;

melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penyusunan rencana
serta penyediann sarana prasarana bidang perikanan tangkap sesuai
peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis dalam rangka
meningkatkan produksi;

menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan koordinasi pengendalian
sumber daya perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap,
pemberdayaan masyarakat nelayan, pemasaran dan pengolahan
hasil perikan‘em sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk
teknis guna peningkatan mutu kegiatan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
bidang perikanan tangkap dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai peraturan
perundang-undangan dalam rangka peningkatan karier, pemberian
penghargaan dan sanksi;

melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan
tangkap dinas melalui sekretaris sebagai sebagai wujud akuntabilitas
dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

fungsinya.

D. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produksi
perikanan budidaya air payau dan laut;

2. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan produksi

perikanan budidaya air tawar;

. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

kelompok pembenihan; k/



. pelaksanaan

. pelaksanaan

pembinaan dan Pp——
kelompok pakan mandiri;

monitoting terhadap kesehatan
lingkungan budidaya perikanan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya,

Uraian Tugas :
1. merencanakan operasional program dan rencana
kerja serta rencana kegiatan Bidang Perikanan

- mempelajari dan

Budidaya  sebagai pedoman  kerja  agar  pelaksanaan

program kerja sesuai rencana;
menclaah peraturan perundang-
undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis  Bidang  Perikanan Budidaya  sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas;

- memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas

kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai
peraturan perundang-undangan dan petunjuk

teknis agar tugas dapat diselesaikan dengan tepat,
efektif dan efisien;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
pe‘tunj uk teknis untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang
Perikanan Budidaya sesuai peraturan perundang-
undangan  dan petunjuk teknis sebagai bahan

kajian pimpinan;



10.

11.

12.

13.

14.

« mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan
data  yang  masuk  dan pemantauan  lapangan  untuk
mengetahui perkembangan sertn permasalahan

yang mungkin timbul;

. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan
menyusun perencanaan serta melaksanakan
penyediaan sarana prasarana bidang perikanan
budidaya sesuai peraturan perundang-undangan
dan petunjuk  teknis  dalam  rangka meningkatkan
produksi; .

. menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan
produksi  perikanan  budidaya air payau dan  laut
sesuai peraturan perundang-undangan dan
petunjuk teknis guna peningkatan mutu kegiatan;
menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan
produksi perikanan budidaya air tawar sesuai
peraturan perundang-undangan dan petunjuk
teknis guna peningkatan mutu kegiatan;
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
kelompok pembenihan sesuai  peraturan perundang-

undangan dan petunjuk teknis guna peningkatan
mutu kegiatan;

me‘nyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
kelompok pakan mandiri sesuai peraturan
perundang-undangan dan petunjuk teknis guna
peningkatan mutu kegiatan; v

menyelenggarakan monitoring terhadap kesehatan
lingkungan budidaya perikanan sesuai peraturan
perundang-undangan dan petunjuk teknis guna

peningkatan mutu kegiatan;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan

kegiatan bidang Bidang Perikanan, &



15.

16.

17.

Bud|dnya

dengan carn mengukur pencapaian
Program  kerja  yang  telah  disusun  untuk  bahan
laporan dan kebijakan tindak lanjut;
mengevaluasi — dan  menilai prestasi  kerja bawahan

berdasarkan  asaran ketin  pegawai  dan  perilaku

kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam

rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan
dan sanksi; :

melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan
Bidang Perikanan Budidaya baik secara lisan
maupun ' tertulis kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris scbagai wujud akuntabilitas dan

transparansi pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.




LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR

¢ 65 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

A. Sub Koordinator Substan

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL

si Program, Data, Evaluasi Dan Keuangan

Tugas : ;

1.

memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran
program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnyd
program dan kegiatan yahg akomodatif;

menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-
masing unit kerja di lingkungan dinas agar tersedia database dan
statistik dinas sesuai kebutuhan;

menyus_un laporan kinerja dan laporan dinas lainnya sesuai target
kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
mengevaluasi program dan kegiatan sesuai target kinerja sehingga
dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun
berikutnya;

merencanakan kegiatan keuangan berdasarkan langkah-langkah
operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya
serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

r;lembagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja
bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas termasuk gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan
lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel;

meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan

sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai

target;



13.

14.

15.

.melakukan pencatatan

melakuka i i
n verifikasi dan rekonsiliag anggaran penerimaan dan
as sesuai dengan da

3 ta keua ang ada agar
terwujud  pengelolaan S

yang akuntabel ~melalui

ansi dan pihak terkait;

kc:unngan
rekonsiliasi dan kootdinasi dengan ingg

ASEL sesuai pembelajaan dinas untuk
penyusunan laporan neraca dinag;
L

. menyusu
yusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar

tersedia data pertanggungjawatan keuangan yang akurat;

.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan

rencana kf:rja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan
bagi atasan; .

melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi
atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang
handal, professional, beretika dan bermoral; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.

Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Uraian Tugas :

1. merencanakan dan mengonsep program dan
rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan berdasarkan
program kerja tahun sebelumnya sebagai
pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja
sesuai rencana;

2. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan yang
terkait dengan bidang tugasnya;

3. membagi’ tugas, memberi petunjuk dan
membimbing bawahannya dalam melaksanakan

tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya 4,/



10.

1

—

12.

13.

. melaksanakan pendataan dan

untuk pemerataan

tugas secara benar, dan kelancaran pelaksanaan
meneliti, memerikgy
tugas bawahan be rd"dn" menyelia pelaksanaan
agar diperoleh hagi| ketja v;m :H”-m" arahan sebelumnya
melaksanakan k”ﬂﬂl-lhqf' "Plimal;
vertikal maupun hnrin‘ ' dan koordinasi baik
kelancaran pelaksanaag, lugns,-mal Buna  sinkronisasi  dan
menyusun by d
Pemberdayaan ﬂh-ﬂnMM = ‘:"ﬁjakan teknis Seksi
peraturan perunda y. - Nelayan sesuai
teknis sebagni o B-undangan dan tunjuk
mcnyusunagm bahan kajian pimpinan; FEE
Seksi i’cmb:::al;:an kebutuhan sarana prasarana
peraturan Masyarakat Nelayan sesuai
teknis guna kel Perundang: undangan dan petunjuk
avidann aka;? ance‘xran pelaksanaan tugas;
e o Inventarisasi dan analisa kebutuhan
perikanan oy penangkapan dan produksi
tangkap  melaluj pendataan  dan survei
untl\;li: mengetahui tingkat kebutuhan yang akurat;
:1123 :;analt(an pembinaan dan bimbingan kepada
yarakat — nelayan  melalui motivasi, pelatihan dan
pen'yuh_xhan tentang teknologi tepat guna yang
apllkatlf' _ untuk meningkatkan kreatifitas dan
produktivitas usaha;
n-lelaksanakan verifikasi, monitoring dan evaluasi
tingkat pemberdayaan  masyarakat  nelayan  dengan

mengkaji dan mempelajari kegiatan yang telah
dilakukan agar diketahui tingkat keberhasilan
program/ kegiatan;

pelaporan produksi
dan produktivitas  usaha perikanan  tangkap dengan
survei dan pendataan untuk tersedianya data yang
akurat;

melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kapal
penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang

menggunakan armada perikanan dengan
koordinasi dan survei agar tercipta ketertiban
administrasi kapal dan pemilik kapal;

melaksariakan pendaftaran armada kapal

perikanan  sampai dengan 5  Gross Tonage (GT)
dengan  koordinasi  pemilik kapal dan satuan kerja

W



syah  bandar

. r ‘fff 2
kapal dan pemilik kapal; oo ketertiban administrasi

14, ;nc)nksanakan idcntiﬁknsi j
otenat 880 jenis g, ® ikan dengan surve
poinm Penangkapar, dan UNtuk  mengetahui  jumlah
perlu dilindung; Untuk menjg Jenis-jenis ikan yang

15. melaksanakan P('nil;;i 14 kclcsmrien;

v ar "
berdasarkan sasaran ]kf-r' presiasi kerja bawahan
kerja  sesua A pegawai  dan  perilaku
Peraturan
rangka  peningkagay, karie, CTundang-undangan  dalam
dan sanksi; e, pemberian penghargaan

16. mengevaluagi hasil

Pemberdayann asycnraZCI: ksanaan kegiatan Seksi
"~ .

. Progrsm kerja agar sesue target hagil: Nelayan -

17. membuat ; '

Pemberdayaan oo pelaksanaan kegintan Seksi
pelaksanaan Masyarakat Nelayan sesuai hasil
dan trans | opatan scbagai wujud akuntabilitas

18, sala paransi pelaksanaan tugas; dan

- pelaksanaan ty i o e )
tugasnya, gas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

Sub Koordinator Substansi Pengendalian Sumber Daya Ikan

Uraian Tugas :

1. merencanakan . dan mengonsep program dan
rencana X kerja serta rencana kegiatan Seksi
Pengendalian _ Sumber Daya Pesisir berdasarkan
program  kerja  tahun sebelumnya  sebagai  pedoman
kerja agar pelaksanaan  program  kerja sesuai
rencana;

2. mhempelajari dan menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait  dengan Seksi Pengendalian

Sumber Daya  Pesisir  dan yang  terkait  dengan
bidang tugasnya;

membagi tugas, memberi petunjuk dan
membimbing bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya
untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

meneliti/ memeriksa dan menyelia pelaksanaan

tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; a/



10.

11.

12.

13.

14.

15.

melaksanakan konsultag;
lag i

vertikal  maupun hf)ri'/x):na] dan koordinasi baik
kelancaran pelaksanaan tugas; T ey Mo
menyusun bahan " kbl

3 ebijakan teknis Seksi
Pﬁ'ﬁfﬁ'&iﬁ“ﬂ dangan " 4 D8 ikan  sesusi  peraturan
P s-uncangan dan petunjuk teknis sebagai
bahan kajian pimpinan;
menyusun usulan kebutuhan — garana pracarana
Seksi Pengendalian Sumber Daya ikan sesuai
pcra%uran Pcﬁmdang-undéngan dan petunjuk
teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
me]akla.ana'kan inventarisasi, analisis dan
rchabl}ltasg pesisir yang mengalami kerusakan
seperti kawasan mangrove dengan koordinasi,

survei dan  pendataan agar
yang tertata, asri dan lestari;
melaksanakan inventarisasi
zona rawan abrasi dan
observasi, survei

tercipta  kawasan  pesisir

dan menganalisa zona-
bencana  kelautan  dengan

dan  pendataan  schingga  dapat
diketahui zona-zona rawan bencana;

melakukan kegiatan restocking sumberdaya ikan
melalui penebaran benih agar tercipta
keseimbangan ekosistem di darat yang selaras;

melaksanakan pengelolaan dan  konservasi plasma

nutfah  spesifik lokal dengan pendataan dan  suvei
agar terjamin kelestariannya;

memfasilitasi kajian, pelaksanaan dan kerjasama
reklamasi  pantai dengan  koordinasi, pendataan dan
survei agar kegiatan sesuai rencana yang telah
ditetapkan;

melakukan pembinaan dan bimbingan pengendalian
sumber daya pesisir melalui motivasi, pelatihan dan

penyuluhan agar partisipasi masyarakat dalam
mengelola dan  menjaga sumber daya ikan dapat
meningkat;

melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi
pengelolaan sumber daya ikan dengan mengkaji
dan mempelajari  kegiatan yang telah dilakukan agar
dapat diketahui tingkat keberhasilan

kegiatan;

:é)lia;nar/lakiln penilaian prestasi kerja baw?han
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam A-/

5



16,

<

18,

Sub  Koordinator Substansi

rangka  peningkatan  karier, pemberian  penghargaan

dan sanksi;

;:'ll-‘ngcvnh{ani hasil pelaksanaan kegiatan Seksi
engendalian Sumber Daya ikan berdasarkan

program kerja agar sesuai dengan target hasil;

.membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Pcn'gcndaliﬂn Sumber Daya ikan sesuai dengan

hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud

gkuntal)i!ilan dan transparansi pelaksanaan tugas;
an

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya,

Pemasaran Dan Pengolahan Hasil

Perikanan

Uraian Tugas :

1. merencanakan dan mengonsep program dan
rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi
Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan
berdasarkan program kerja tahun sebelumnya

sebagai pedoman  kerja  agar  pelaksanaan program
kerja sesuai rencana;

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-
undangan  yang  terkait dengan  Seksi  Pemasaran
Dan  Pengolahan Hasil Perikanan dan yang terkait
dengan bidang tugasnya;

membagi tugas, memberi petunjuk dan
membimbing bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya
untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan
tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik

vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun bahan  kebijakan  teknis Seksi Pemasaran
Dan Pengolahan  Hasil  Perikanan  sesuai peraturan
perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai
bahan kajian pimpinan;



10.

11.

menyusun usulan
Seksl  Pemasaran
sesuai  dengan

ke
“butuhay o— prasarana

Dan
',c"w""h"" Hasil  Perikanan

peratury
petunjuk teknig st . Perundang undangan ~ dan
tugas; " kelancaran pelaksanaan
;l‘i::‘;ll:l‘;ﬂ" pendataan tsah
an ha -
inventarisasi ?(:' perikanan mc!pt;m.nmrm; di et
) entifikasi dan ) mnk gt
verifikasi guna

memperoleh

( okths data  kelompok pengol

P ar) yang tepat dan akurat: Wokh  dan  pum
’

melaksana i
kan  pembinaan teknis  bina mutu  dan

teknologi pen
golahan hasi :
g.elo;npok . Pengolah dt;:l F;;nkanan ::npeda
g::l‘amgan, : ienyulu'han dan kunj:‘:;:; lapanz::
meningkatkan :
Kelompok Pengolah dan pemf;::ﬁetahum dan  keterampilan

melaksanakan

petflan s goel it e

sertifikasi e studi  banding ~ dan fasilitasi
. produk  perikanan  melalui  uji  sampel

gun ' mendapatkan produk perikanan yang

memenuhi persyaratan sanitasi dan —

dikonsumsi;

mel.aksanakan pengembangan pemasaran produk

perikanan melalui ~ pembinaan  kepada  Kelompok

Pengola'h dan  Pemasar, dan fasilitasi ~ pelaksanaan
promosi atau  pameran produk  perikanan unggulan
dalam rangka memperluas jaringan  pemasaran dan

mempromosikan gerakan Gemar Makan Ikan
(GEMARI);
12.menyusun laporan informasi pasar harga ikan  segar
dan olahan dengan menyiapkan bahan, menelaah
dan mengolah data melalui aplikasi guna
memperoleh data informasi pasar yang tepat dan
akurat,;

13. menyusun data sarana  prasarana pemasaraan dan

14,

perikanan melalui survei dan

pengolahan hasil
memperoleh  data  sarana

kunjungan  lapangan guna

prasarana yang tepat dan akurat;
dan rehabilitasi saran

memfasilitasi pengembangan

prasaraﬁa pemasaran dan pengolahan hasil

perikanan melalui inventarisasi, survei dan
diperoleh  data yang akurat  serta

pendataan  guna



18.

19.

. melaksanakan pengawasan

peningkatan kenyamanar,

Pengolah dan Pemasar, kegiatan Kelompok

* . "
mutu, promosi pemasaran : cpintan ;rnrndnlnﬁfv
dan pengolahan hasil

perikanan melalui monite
' r .
mengetahui tingkat kcbcrhunilnn’k'::inm - i -
n;

_melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan

‘l::qr'd:sark:clluai sasaran kerja pegawai Gen pcn‘lalm
rangka Peninﬂ.karifr:murln ~ perundang-undangan dalam
dan sanksi; arier,  pemberian  penghargaan

) :::E:::::‘le D hasil pelaksanaan kegiatan Seksi

berdasarkan = Pengolahan Hasil Perikanan

. program kerja agar scoual target
hasil;

RSN laporan pelaksanaan kegiatan Seksi

Pemasaran Pan Pengolahan  Hasil Perikanan  sesuai
dengan  hasil  pelaksanaan  kegiatan sebagai ~ wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
dan -
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Sub Koordinator Substansi Budidaya Air Payau Dan Laut

Uraian Tugas :
1. merencanakan dan mengonsep program dan
rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi

Budidaya Air Payau Dan Laut berdasarkan  program
kerja  tahun sebelumnya  sebagai ~ pedoman kerja

dgar pelaksanaan program kerja sesuai rencana;

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan Seksi Budidaya Air
Payau Dan Laut dan yang terkait dengan bidang

tugasnya;

membagi tugas, memberi petunjuk dan
membimbing bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya
untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan
tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya

agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

8



5, melaksanakan

konsuliggg
gt s
vertikal Maupun hurimnml p koordinasi baik
kelancaran pelaksanaap 1, funa i ‘ '
mefyusun T l—(lglls; sinkronisasi dan
. ehijaks
ir  Payau AN teknj
Al y Dan 14y 4 eknis  Sekei Budidaya
undangan  dan SeSuai 4
~ il Petunjuk Peraturan  perundang-
kajian pimpinan; teknig sebagai bahan
, menyusun usula
Seksi Budidaya Aty pr URAD g,
eraturan Payau  Dan e . ooounl
Pk 5 - Perundunk-!m(lnngnn e M s
te lml: gum:( clancaran pelaksanaan tuga dan petunjuk
san i ‘ i
.mc Rt "o identifikag;
inventarisasi  kelompok ' pendataan dan

Dcml)udidaya

dan laut dengan i

ikan  air  payau

mengetahui i survei  Japa tuk
G lant, e PmbUGdaya  ikan  mir  payau
produksi, lokasi yang  dibudidayakan, luas areal,

serta o
agar diketahui datg yang potensi pengembangannya

jenis ikan yang dibUdidayakan; akurat guna pengendalian

. melaksanakan pembinaa. s

kelompok  pembudidaya nikan danair bxr:b:;gand ke;zziat
tentang  penyediaan  sarana  danp plzls};rana a;r oduksi
penerfﬁlpaI.l teknologi tepat nina dengaa cara;
sosialisasi dan bimbingan  teknis guna  memenuhi

standar  produksi  perikanan  air payau dan laut
sesuai standar nasional;

. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada
kelompok  pembudidaya ikan air payau dan laut
melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan temu
lapang dalam  menerapkan teknologi untuk  menjalin
kemitraan guna meningkatkan produksi dan
kualitas hasil budidaya ikan air payau dan laut;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan perikanan  budidaya air payau dan laut
melalui survei dan pengolahan data untuk
mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang
telah dilaksanakan dan pencapaian target kerja
sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku 4/
kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam



rangka peningkatan

dan sanksi: karier,
/ Pemberiag n
13. :ancgi‘fjcmum hasi pelak penghargan
k:' aya - Air  payay Dan ’1':"’"" kegiatan Seksi
14 m?n:l::atr Sesuai dengan targe gy " berdasarkan  program
2 - laporan ‘ ;
: pelaksan . ,
B\:d:(daya Air - Payau la S:an kegiatan Seksi
pelaksanaan kegiatan P sesuai  dengan  hasil
: daln ltram;paranni pelaksanaag ll;g::?:lun . R
15. pelaksanaan tugas 1 v sy
’ .
tugasnya. Yang diberikan oleh atasan terkait dengan
Sub Koordinator Substansj Budidaya Air Tawar
Uraian Tugas . '
1. merencanakan dan mengones 2
rencana kerja serta rencz;np prt?gram .
a kegiatan Seksi

Budid i
tal}z1 I;nayﬂ bAl"' Tawar  berdasarkan program kerja
sebelumnya  sebagai  pedoman  kerja  agar
pelaksa_m‘aan program kerja sesuai rencana:
2. me:lnpelajan dan menelaah peraturan perundang:
undangan  yang terkait dengan Seksi Budidaya Air
Tawar dan yang terkait dengan bidang tugasnya;

3. memb?gl . tugas, memberi petunjuk dan
membimbing bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya
untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

4, meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan
tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

5. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan

kelancaran pelaksanaan tugas;
6. menyusun bahan kebijakan  teknis  Seksi = Budidaya

Air Tawar sesuai peraturan perundang-undangan
dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian
pimpinarn;

7. menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana
Seksi . Budidaya Air Tawar sesuai peraturan
perundang-undangan dan petunjuk teknis guna

kelancaran pelaksanaan tugas;
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12.

13.

14.

15.

16.

melaksanakan identifikagi da
pembudidayn  ikan 4, " Pendataan kelompok
Ay lawar 4, ~
tinjuan ' lapangan untuk NgaAn  gosialisasi  dan
pcmbudldayu dan registragi kt‘lnml)()k- mendapatkan jumlah
claksanakan ; v
i . nventarigsgg
pembudidaya  ikan g, lawar . ;' kelompok
engetahui i dengan  survei tuk
rﬂ ’ 8 JUmI‘ah |)l?lh|)ll(”(|uy” ika ‘m{“ .
_:C:IB' yang dllmdidnyuknn, luas :I ' il "”“:".'
okasi serta —_— ' ahee produksi,
potensi P
diketahui data yang akuray, pengembangannya agar
. melaksanakan pembinann dan bimbi 1
kelompok pembudidaya ikan air ! "'"W'" k"?lmf -
IR TF— ) awar dengan
e aiog " " ks
' " eknologi terkini guna meningkatkan
produksi perikanan dan kualitasnya: ‘ '
. melaksanakan pembinaan ;
dan bimbingan kepada
kclor:g;k pembudidaya  ikan  air  tawar  tentang
penyediaan - sarana  dan  prasarana  produksi  dengan

sosialisasi  program  dan
standar-  produksi  perikanan
standar nasional;

pelatihan guna memenuhi
air  tawar yang sesuai

melaksapakan monitoring dan evaluasi kegiatan
prod1{k51 perikanan budidaya air tawar melalui
survei dan pengolahan data untuk mengetahui
tingkat keberhasilan kegiatan yang telah
dilaksanakan;

melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan
berdasarkan  sasaran  kerja  pegawai dan  perilaku
kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam

rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan
dan sanksi;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi
Budidaya Air Tawar berdasarkan program kerja
agar sesuai target hasil;

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Budidaya Air Tawar sesuai dengan hasil

pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas
dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.
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G-

gub Koordinator Substansi

) oy
lcrh(,mhan, Pakan Dan Kesehatan

Lingkungan
Uraian Tugas :
1. merencanakan dan mer
) 1gonsep program dan
rcn;:)anfah kcr_m) serta rencana kegiatan Seksi
Perbenihan, Pakan Dan Kesehatan Lingkungan
dasarkan ) = )
L’;‘l’;a o - program - ketja tahun sebelumnya
: B p Al kerja agar pelaksanaan program
kerja sesual rencana;”
2. me(rjanlajﬂl’l dan menelaah peraturan perundang:
undangan yang terkait dengan Scksi Perbenihan,

Pakan .D'an Keschatan  Lingkungan dan yang terkait
dengan bidang tugasnya;

memb:lagi . tugas, memberi petunjuk dan
membimbing bawahannya dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya
untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan
tugas secara benar;

meneliti/ memeriksa dan menyelia pelaksanaan
tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya
agar diperoleh hasil Kerja yang optimal;

melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyusun bahan kebijakan teknis Seksi
Perbenihan, Pakan Dan Kesehatan Lingkungan
sesuai peraturan perundang-undangan dan
petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

menyusun usulan kebutuhan sarana prasarana
Seksi Perbenihan, Pakan Dan Kesehatan
Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
dan petunjuk teknis guna  kelancaran pelaksanaan
tugas;

melaksanakan identifikasi dan pendataan kelompok
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) terhadap jenis ikan

yang dibenihkan dan produksinya dengan
menggunakan pentabelan melalui kegiatan
monitoring lapangan guna mengetahui jumlah

pembenih dan produksi benih;
melaksanakan identifikasi dan pendataan kelompok
pembuat  pakan mandiri (GERPARI) melalui  kegiatan
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

. melaksanakan pembinaan

kunjungan kelompok

mengetahui jumlah pakan yang bi:r:;:;:; . pakan guna

_melaksanakan pendataan kcbum:km; '

data  penjualan  benih  dap kcbutu:: benih dari

melalui data kelompok mmzudi;}:::n buatan
: guna

mendapatkan data yang tepat dan akurat:

dan bimbingan kepada

kelompok pembuat  pakan
Sarana  dan prasarana

kelompok  perbenihan  dan

mandiri tentang penyediaan
produksi benih ©  dan produksi .
keschatan lingkungan dengan ::?::,r;qmi man(;i’::;

bimbingan teknis dalam menerapkan teknologi
terkini  guna meningkatkan produksi benih dan

pakan  buatan agar  benih  dan pakannya  memenuhi
standar nasional;

melaksanakan monitoring,

. identifikasi dan
pendataan  jenis  penyakit ikan yang ada di lahan
budidaya 3 ‘melalui kegiatan monitoring guna
mengetahui jenis dan sebaran penyakit;
melaksanakan pendataan kualitas air perikanan
budidaya berupa data parameter fisika kimia
standar  (kecerahan, suhu, DO, pH, salinitas, total
amonium dan total fosfat) melalui kegiatan
monitoring agar diketahui tingkat kesehatan
lingkungan perikanan budidaya;
melaksanakan evaluasi kegiatan seksi perbenihan,
pakan dan kesehatan lingkungan melalui survei dan
pengolahan data untuk mengetahui tingkat
keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan,;

;nela.ksanakan penilaian prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai peraturan perundang-undangan dalam
rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan
dan sanksi;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi
Perbenihan, Pakan Dan Kesehatan Lingkungan

berdasarkan program kerja agar sesuai target
hasil; .

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Perbenihan, Pakan Dan Kesehatan Lingkungan
sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan

tugas; dan
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18, pelaksanaan pas lain vang dibetikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya,
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